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BUPATI TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

p

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan
prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi
daerah;

bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah
Nasional, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana
Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7084);

6. Deraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Niomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi /
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);



9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor  Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 {Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor )5

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan /
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam



rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu | wilayah dalam jangka
waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045, yang memuat visi, misi, dan
arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPIMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jahatan kepala Daerah.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten
Tana Toraja.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta
evaluasi kinerja.

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Dacrah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15.  Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang
diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

Pasal 2
RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada /
RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. babi pendahuluan;
b. babii gambaran umum Daerah;



c. babiii visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
d. babiv program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

e. babv penutup.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

LEMPFARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR |
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, FPROVINSI



PENJELASAN
ATAS
I'ERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

REN('ANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
daerah untux menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
ditetapkan d-ngan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang
RPJMD ini, 'emerintah Daerah berpedoman pada Landasan Idiil yaitu Pancasila,
Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 <an Landasan Operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Toraja
serta mengscu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RTRW
Kabupaten '| ana Toraja serta memperhatikan RPJMD kabupaten tetangga.

RPJMI: Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029 memuat Visi yaitu ” Tana
Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”, dengan harapan dapat
mewujudkar: keinginan masyarakat Tana Toraja dengan tetap mengacu pada
pencapaian {ujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dilakukan secara
partisipitif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten 1ana Toraja setiap Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan /

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahur: 2025-2029.



II. PASAL DEMIPASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas
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